
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM
IGBUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN ROTE NDAO

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1 1 / HK.03. I -Kpt/ s3 I 4/ KPU -Kab / I / 2O2 |
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEI{YUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana Pemerintahan yang

baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao, perlu dibangun prosedur dan system keq'a yang

jelas, efektif, efesien, dan terukur;

bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai

dengan pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao wajib bertindak berdasarkan standar

operasional prosedur dan subtansi profesi administrasi

Pemilu dan Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang

Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dah

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

b.

Mengingat : 1.
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2.

J.

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

20 15 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik ]ndonesia Tahun 2Ol7

Nomor la2, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O2l

tentang Peubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2O2L tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor l5O5);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Pa-raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2OI2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

+.

5.

6.
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Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor lO/HK.O4/08/2022 tentang pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.O3.\-

Kpt/O3/KPU/Xl/2019 tentang Pedoman Penyusunan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahwn 2022

tentang Kode Klasifikasi Arsip dan pengkodean Naskah

Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2O22 terrtang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Nomor 1O Tahun 2022 Perwbahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor

1 1 /HK.03. 1 -Kpt / 53r a I KPU -Kab I I I 2O2r tentang

Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao Tahun2o22.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE

NDAO NoMoR 1 1 / HK.03. 1 -Kpt I 53 L 4 / KPU -Kab / | / 2O2 |
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEI{YUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Memerhatikan : 1.

Menetapkan
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KESATU

KEDUA

KETIGA
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Menetapkan Perubahan Keputusan Standar Operasional
Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
Perubahan Keputusan Standar Operasional prosedur

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai

pedoman dalam Penyusunan Keputusan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bah

PadaTanggal I April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO.

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

b Bagian Hukum dan SDM,
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ROTE NDAO



I.AMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMIL]HAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISIPEMIL]HAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR
1 1/H K.03. 1- Kpt/ 53t4 / KPU -Kab / | / 2o2 1 TE NTA NG p E N ETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOM]SIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

STAITDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PE.ITrI'SUITAIT KTPUTUSAIT DI LIITGKUITGAII KOMISI PEMILIHAIT T'UUM

I{ABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022



KOMISI PEMIUHAN UMUM

KCBUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP 6 TAHUN 2022

TANGGAL PENGESAHAN 1 Nnl 2022
DISAHKAN OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NDAO,

NAMA SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM (ABUPATEN ROTE NOAO

HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

1

1

Perabran KomisiPemilh€n Umum Nomor S Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dna6 Komb Pemilihan Umum, Komisi Pemalihan Umum Provinst Komisi

Independ€n Pemilihan Aceh, dan Komisi P€m ihan Umum,/ Komisi Independen
Pemilihan KabuDatery' Kota:

Perafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2019 tentang Tata Keria
Komisi Pemilihan Umum, Kombi Pemilihan Umum Provh€i, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sabegaimana telah diubah terakhir kalinya

dengan Peraturan Komid Pemilihan Umum Nomor 4 Tah'rn 2021

Peraturan Monteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform6i Birokasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 20'12 tentang Pedoman Penyusunan

Slandar Operasronal Prosedur Adminisrasi Pemerifitahan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 314/ORI07-
KpV01/KPUN2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanasn Retormasi Birokrasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihen Umum Provinsi/ Kombi lndependen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihen Umum/ Komisi Independon Pemilihan Kabupaten/
Kota;

Keput6an Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 1442HK.03-
Kpt/03/KPU^f2019 tentang Pedoman Penyusunan Kepulusan 0i Lingkungan
Komisi Pcmilihan Umum.

1 Memiliki kemampuan dalam melakukan proses regal dr€,?tg
Memiliki kemampuan menyusun konsep

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Slandar ODeragonal Prosedur RaDat Pleno Dokumen pendukung Lampiran Kepufusan

)ERINGATAN :NCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Standar Operasionel Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh
terhadap penyr6lnan keputEen dilingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao.

a

Semua Kapubs€n KPU Kabupaten wajib diarsipkan dalam bentuk
hadcory dan softcory

1 1
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
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I,AMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR

1 1/H K.03. 1- Kpt/ s3t4 I KPU -Kab / | / 2o2 1 TE NTA N G P E N ETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI

LINGKUNGAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEIVYUSUITAIT KEPUTUSAIT DI LIIIGKUITGAIT KOMISI PEMILIHAIT UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022



KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP 7 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN 1 A9nt 2022

DISAHKAN OLEH

/i
11E
lul

AUA AOP
1\ -'

PENYUSUMN/KTUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOM|SI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

R HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSAI'/A
1

2

3

4

Peraturan Kombi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Oin6 Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, Komisa

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Penilahan Umum/ Komisi Independen
Pemilihan Kabupalen/ Kota;

Perabran Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2019 tentang Tata Kerja
KomisiPem ihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pem ihan Umum Kabupated Kota sabagaimana telah daubah torakhir kalinya

dengai Perafuran Komisj Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

Perafuran Mentei Pendayagunaan Aparefur Negara dan Reformasi Birokasi
Republik Indon.sia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasionel Prosedur Administrasi Pemerintahan;

KeouhFan Komisi Pemilihan Umum ReDublik lndonesia Nomor 314/ORT.07-
KpUo1/KPU^r'2021 ternang Petrnjuk Teknis Pelaksanaan Retormasi Eirckrasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsv Konisi Independen Pemilihan
Aceh dan KomisiPemilihan umum/ Komisa lndeoenden Pemalihan Kabuoated
Kota:

K€putrsan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoncsia Nomor 1rg2lHK.03-
KpV03/KPU,(2019 tenfano Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

I
2

Memiliki kemampuan dalam melakukan proses /€9r, dranihg

Memiliki kemempuan menyusun konsep

KETERXAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
Standar Ooerasional Prosedur Raoat Pleno Dokumen pendukung Lampiran Keputusan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Slandar Operasional Prosedur tjdak dilaksenakan, maka be.pengaruh
terhadap penyusunan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao

Semua Keputusan KPU Kabupeten wajab diarsipkan dalam bentuk
hadcory dan softcory

I 1



STANDAR OPERASIONAT PROSq)UR PT IUSU||AIf KEPUTUSAIf
DI LINGKUIfGAIT KOXISI PWILIHA| I'IUI XTBIIPATEI{ ROTE TIDAO
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PncenrFtan obh unn

Af6ulr !.rd,.pet porubahan .t s s!&.si
p6n9aturan, ranc.ngEn K.putu3an

dis.mFiiln k€Fda Unn KerF P€.ryuern
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8agisn Unil KsrF Pengusul
untrk dibubuhi porrr pada

6rr5no.n Koputusan
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dah dibubihi F6tal

Ran@ngan K6prrtusan
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iLmbdikrn normr poda

K€finus.. KPU r€bupct n
Roi6 N&o yat€ blah

.ft'tab.len.L. mnEm@ika <F
Koputu3€n Sekrebis KPU

r€bupalsn Rola Nd.oroi$.I k€Fda Unil KdF

SalinaD K6putuen di6dad€n
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Koputus.n S€lr.t is KPU

Kabapdl6n Rolo Ndao yanq

K€pubsa. yang di.da .n .bd ai.u
diglnd.tln adallh salanan $si d€n!.tr
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Disahkan di Ba'a
Pada tanggal, 1 April 2O21

SEKRBfARIS KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATDN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUMAS PAI{Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAAUPATEN ROTE NDAO

,FePala Sub BaSian Hukum dan sDM,

^ ^t^.A.t

Henry Anthonie Manafe
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PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan seliap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

Untuk menganlisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan beiakhimya seluruh tahapan kegiatan Penyuaunan Keputusan, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan masih bedaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a
Pada Tanggal 1 Ap.jl 2022
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